V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa

simpulan sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan
anarkis massa sesuai dengan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis terdiri dari:
(@) Upaya penal dilakukan dengan menggunakan kekuatan secara bertanggung

jawab, dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penggunaan
kekuatan Kepolisian yang bertanggungjawab. Selain itu dilakukan dengan
pengamanan sesuai prosedur dan dalam batas-batas wajar, seperti tidak
memukul atau menganiaya demonstran yang mengganggu ketertiban
umum, melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

(b) Upaya non penal dilakukan dengan negosiasi terhadap para demonstran,
tugas pengamanan demonstrasi tidak hanya mengawal dan mengamankan
para demonstran agar tidak bertindak melanggar hukum, tetapi polisi
dituntut untuk memiliki kemampuan negosiasi terhadap aksi massa yang

anarkhis sehingga situasi menjadi kembali kondusif dan aman.
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2. Faktor-faktor yang menghambat upaya Kepolisian Resor Kota Bandar
Lampung dalam penanggulangan anarkis massa sesuai dengan Prosedur Tetap
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, terdiri dari:

a. Faktor penegak hukum, secara kuantitas yaitu kurangnya idealnya jumlah
anggota polisi dibandingkan dengan para demonstran dan secara kualitas
yaitu masih kurang profesionalnya anggota kepolisian dalam menjalankan
tugasnya yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

b. Faktor Sarana dan Parasarana, yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk
mengantisipasi  jumlah demonstran yang sangat besar sehingga
pengamanan tidak berjalan secara maksimal.

c. Faktor masyarakat, yaitu adanya para massa bayaran dalam demonstrasi.
Para demonstran bayaran ini seringkali melanggar aturan dan menjadi

pemicu bentok dengan anggota polisi.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung hendaknya
meningkatkan profesionalisme dalam pengamanan demonstrasi dengan tidak
melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran kepada demonstran.

2. Disarankan kepada para demonstran hendaknya memahami hak dan kewajiban
dalam kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum serta
melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara seimbang. Hal ini penting
dilakukan untuk menghindari potensi pelanggaran, tindak pidana dan anarkis

massa.



